Perubahan

alui reformasi konstitusi,

penataaan ketatanegaraan secara mendasar dilakukan mel
ketentuan fundamental

karena konstitusi sebagai hukum dasar berisi tentang :
masyarakat menata diri dalam kehidupan ketatanegaraan. Berbagal konflik
ketatanegaraan yang terjadi acapkali bersumber pada kekosongan pengaturan
dalam konstitusi, misalnya konflik kewenangan antara legislatif dan ek.f_»ekUtlf
ataupun konflik kewenangan lembaga penegak hukum yang terjadi bersumber
ketidakjelasan konstitusi mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud.

ka konstitusi, di Indonesia pernah diberlakukan
empat konstitusi antara lain UUD Republik Indonesia (Periode 1945 sampai dengan
1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Periode 1949 sampai dengan 1950),
Undang-Undang Dasar Sementara (Periode 1950 sampai dengan 1959), serta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Periode 1959-1998).
Pada perkembangan terakhir, sejak 1999 sampai dengan 2002 Indonesia
memberlakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dinyatakan
sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian
konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas Perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan
konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi karfstitusi dibutuhkan agar
dapat sesuai dengan kaidah yuridis. Semoga buku ini mampu menambah wawasan

para pemerhati konstitusi.
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